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The study was done in order to evaluate compliance with the implementation of the obligations of Article 21 
Income tax and VAT on PT XYZ, as well as tax planning efforts (tax planning) in the framework of the acquisition of 
fixed assets, personnel costs, and tax planning in addition to acquisition of fixed assets and the cost of employees at PT 
XYZ. The results showed that PT XYZ has been adhering to the rules of taxation in the absence of a warning letter or a 
fine or penalty tax administration. On the acquisition of property and equipment leasing appears to be profitable, 
because it allowed a greater burden and make the income tax becomes smaller. PT XYZ should replace the provision in 
kind with food so that money can be expensed to minimize income taxes. Another thing you can do as a form of tax 
planning is a nominative list for expenditure in the interests of entertainment. 
 





PT XYZ sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengangkutan hendaknya juga melakukan 
evaluasi kepatuhan terhadap perpajakan serta tax planning untuk meminimalisasi jumlah pajak penghasilkan yang harus 
dibayar. PT XYZ dipilih sebagai obyek penelitian karena memasuki tahap perkembangan, terlebih akan menambah 
armada untuk menunjang pembukaan rute yang baru, sehingga diharapkan ada faktor-faktor yang dapat menjadi bahan 
evaluasi kepatuhan terhadap perpajakan serta saran-saran yang berkaitan dengan penetapan kebijakan operasional PT 
XYZ dalam rangka mendatangkan keuntungan dari sisi perpajakan.  
Berdasarkan karakteristik PT XYZ sebagai perusahaan jasa pengangkutan, hal yang perlu diperhatikan berkaitan 
dengan evaluasi kepatuhan terhadap perpajakan seperti: kewajiban untuk menghitung, memotong dan menyetor, serta 
melaporkan transaksi terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi PT XYZ. Untuk 
kewajiban pelaksanaan PPN dievaluasi karena adanya kebijakan untuk menghapuskan Pajak Pertambahan Nilai bagi 
jasa angkutan untuk kendaraan dengan plat berwarna kuning sesuai dengan Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No SE-
119/PJ/2010, tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Umum di Jalan yang berlaku 
mulai 16 Nopember 2010. Evaluasi mengenai pelaporan maupun pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebelum tanggal 
16 Nopember 2010 perlu dilakukan meskipun setelah tanggal tersebut ada penghapusan penetapan Pajak Pertambahan 
Nilai untuk jasa angkutan dengan plat berwarna kuning. 
Evaluasi kepatuhan pelaksanaan kewajiban pada PT XYZ diharapkan juga mampu memberikan pemahaman 
yang lebih baik, sehingga dapat dilakukan tax planning. Ada beberapa hal yang dapat digunakan untuk minimalisasi 
pajak penghasilan namun tetap mendatangkan kepatuhan seperti: memilih metode penyusutan yang paling 
menguntungkan, pemanfaatan transfer pricing, pemilihan tunjangan dalam bentuk natura, perolehan aktiva tetap dengan 
leasing, pembuatan daftar nominatif agar biaya entertain dapat digunakan, dan sebagainya. Berdasarkan karakteristik 
PT. XYZ sebagai perusahaan jasa pengangkutan, ada beberapa hal yang dapat diperhatikan berkaitan dengan tax 
planning seperti: memberlakukan metode gross up atau memberikan tunjangan dalam bentuk natura, memilih alternatif 
perolehan aktiva tetap yang paling menguntungkan, maupun membuat penggunaan fasilitas daftar nominatif agar biaya 
entertaint yang dikeluarkan dapat dibebankan guna mengurangi penghasilan kena pajak serta meminimalisasi pajak 
penghasilan yang harus dibayarkan. 
Manajemen PT XYZ hendaknya mempertimbangkan hal-hal seperti yang telah dipaparkan dalam rangka 
penetapan kebijakan sebagai upaya tax planning untuk meminimalisasi pajak penghasilan. Hal tersebut penting 
dilakukan agar PT XYZ memiliki kinerja keuangan yang lebih maksimal serta mendukung kegiatan operasional 
termasuk menuju keberhasilan tahap perkembangan di era persaingan usaha yang makin ketat. Untuk itu, penelitian ini 
akan mengevaluasi kepatuhan PT XYZ terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan serta tax planning yang perlu 











Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak 
Menurut Fidel (2008:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum. Pembayaran pajak oleh Wajib Pajak ke negara bukanlah semata iuran warga 
negara yang bersifat sukarela, namun merupakan pembebanan pajak secara wajib yang harus dijalankan oleh warga 
negara dengan mendasarkan legalitas dari pelaksanaannya atas dasar undang-undang. Hal ini juga ditegaskan oleh Zain 
(2008:12) yang menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan, sehingga kelalaian dalam memenuhi 
kewajiban pajak dapat merugikan Wajib Pajak dan ada sanksi-sanksi yang dikenakan sesuai dengan peraturan 
perpajakan pemerintah. Pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang akan 
digunakan untuk pengeluaran pemerintah, pembiayaan negara dan untuk pembangunan nasional. 
Meliala (2007:11) menyatakan bahwa sistem pemungutan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) Siapa yang 
menentukan pajak terutang, dan (2) Cara menentukan besarnya pajak. 
 
Tax Planning 
Menurut Andreas (2005), perencanaan dapat diartikan sebagai upaya membayar pajak sebatas hanya diwajibkan 
atau upaya memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang. Tax planning adalah proses mengorganisasi 
usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan 
maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan atau dilakukan secara legal yang dapat diterima oleh aparat perpajakan. 
Halim (2005) menegaskan bahwa pada tahap tax planning, diharapkan manajemen mengetahui faktor-faktor 
yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, sehingga langkah berikut yang dilakukan adalah 
mengimplementasikan secara formal dan material. Secara formal adalah memberikan laporan yang sesungguhnya 
sedangkan secara material adalah membayar besarnya pajak yang seharusnya dibayarkan. Pada upaya tax planning 
harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Tax 
planning tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan atau undang-undang perpajakan yang berlaku dan jika dalam 
pelaksanaannya menyimpang dari peraturan atau undang-undang perpajakan yang berlaku, maka praktik tersebut telah 
menyimpang dari tujuan tax planning. 
Wahyudi (2000) menyatakan ada empat hal pokok yang harus diperhatikan dalam strategi dasar mengenai tax 
planning, yaitu: 
a. Pemahaman mengenai masalah perpajakan jangan hendaknya dibatasi kepada pemahaman undang-undang pajak 
saja, tetapi juga meliputi: Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Surat Keputusan Menteri Keuangan, Surat 
Edaran Direktur Jendral Pajak, dan undang-undang atau peraturan lain yang mendukung. 
b. Persoalan perpajakan adalah persoalan perundang-undangan, sehingga hanyalah otoritas legal yang berwenang 
memutuskan apa yang benar sesuai dengan dimaksud oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan tersebut. 
Apabila terjadi aplikasi yang benar menurut undang-undang perpajakan dan hasilnya menyimpang dari ketentuan 
akuntansi, ekonomi, sosial, dan moral sekalipun, maka yang harus diikuti adalah peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 
c. Perlu dilakukan pemahaman terhadap bahasa yang digunakan sebab ada beberapa kata yang memiliki pengertian 
yang luas, sehingga perlu dipahami makna kata yang tertulis pada undang-undang perpajakan sehingga tidak ada 
kesalahan penafsiran terhadap kata-kata yang tercantum pada undang-undang. 
d. Melakukan manajemen pajak dengan tahapan sebagai berikut: menetapkan sasaran manajemen pajak, identifikasi 
pendukung dan penghambat sasaran, dan mengembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai 
sasaran manajemen perpajakan, meliputi sistem informasi perpajakan dan mekanisme pengendalian. 
 
Pajak Penghasilan 
Pajak penghasilan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 
Berrdasarkan Undang-undang No 36 Tahun 2008 tersebut, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan karena 
subjeknya telah memenuhi kriteria perpajakan. Berdasarkan pasal 2 Undang-undang No 36 Tahun 2008 yang menjadi 
subjek pajak orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, 
maupun bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan 
dengan subjek pajak badan.  
 
Laporan Keuangan secara Komersial (Akuntansi) dan Perpajakan 
Resmi (2003) menyatakan laba komersial disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan sedangkan laba pajak 
(fiskal) disusun berdasarkan peraturan peundangan perpajakan. Perbedaan dasar acuan tersebut disebabkan oleh 
pengakuan pos-pos pendapatan atau penghasilan dan biaya atau beban yang berbeda.  
 
Kepatuhan Wajib Pajak 
Mustikasari (2007) menyatakan sistem pemungutan pajak self assesment yang berlaku di Indonesia menuntut 
Wajib Pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kondisi perpajakan yang menuntut 
keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak tinggi, 
yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.  




Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Angkutan 
Waluyo (2011:10) menyatakan bahwa jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam 
negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri tidak dikenakan PPN. Hal ini 
berarti bila jasa angkutan tersebut tidak memiliki bagian dengan jasa angkutan luar negeri akan dikenakan PPN. Kondisi 
yang ada berubah ketika diterbitkan Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No SE-119/PJ/2010, tentang Perlakuan Pajak 
Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Umum di Jalan yang berlaku mulai 16 Nopember 2010 menyatakan 
bahwa kewajiban untuk pelaporan maupun pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada jasa pengangkutan dengan plat 
kuning dihapuskan. 
 
Alternatif Perolehan Aktiva Tetap 
Aktiva tetap diperoleh perusahaan untuk mendukung kegiatan usaha yang dimiliki. Perolehan aktiva tetap oleh 
perusahaan dapat dilakukan dengan alternatif sebagai berikut: 
1.  Alternatif pengadaan barang modal melalui pembelian tunai 
Harnanto (2003:340) menyatakan pembelian barang modal secara tunai merupakan upaya untuk mendapatkan 
barang guna mendukung operasional usaha yang dibeli dengan uang tunai perusahaan. Pembelian barang modal 
secara tunai dapat digolongkan ke dalam pengeluaran modal karena pengeluaran kas oleh perusahaan digunakan 
untuk menambah atau meningkatkan nilai guna barang modal. 
2.  Alternatif pengadaan barang modal melalui kredit bank 
Muljono (2001:9) menyatakan kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu credere yang berarti kepercayaan. Kredit 
adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 
hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan attau pembagian hasil keuntungan. Bank-bank 
utama merupakan sumber utama dari dari pendanaan secara kredit. 
3.  Alternatif Pengadaan Barang Modal Melalui Leasing 
Anastasia dan Lilis (2004:183) menyatakan sewa guna usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk 
penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha 
tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lesse selama jangka waktu tertentu berdasarkan 
pembayaran secara berkala. Hal ini semakin ditegaskan oleh Suandy (2001:54) bahwa sewa guna usaha (leasing) 
merupakan suatu kontrak antara lessor (pemilik barang modal) dengan lesse (pemakai barang modal), lessor 
memberikan hak kepada lesse untuk menggunakan barang modal selama jangka waktu tertentu, dengan suatu 
imbalan berkala dari lesse yang besarnya tergantung dari perjanjian antara lessor dengan lesse.  
Harahap (2002:170) menyatakan leasing ialah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan 
barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan 
pembayaran-pembayaran berkala dengan disertai hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang 







Penelitian tanpa hipotesis ini didesain dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan memberikan 
gambaran yang lebih jelas tentang upaya minimalisasi pajak penghasilan perusahaan jasa angkutan PT XYZ. Hal ini 
sesuai dengan pernyataan Chariri (2009) bahwa pendekatan kualitatif cocok digunakan untuk memahami fenomena 
yang terjadi guna menghasilkan simpulan dan saran penyelesaian.  
 
Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data perusahaan yang berupa 
kebijakan dalam operasional dan kuantitatif yaitu data perusahaan yang berupa angka-angka terkait dengan masalah 
keuangan dan perpajakan perusahaan jasa angkutan PT XYZ. Sumber data diperoleh dari direktur, kepala bagian 
keuangan dan pelaksana akuntansi perusahaan jasa angkutan PT XYZ serta customer service dari lembaga perbankan 
dan keuangan berupa leasing serta dealer truk yang dibutuhkan. 
 
Teknik Analisis Data 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis perbandingan yang akan digunakan sebagai 
dasar untuk menarik kesimpulan dan sebagai langkah perbaikan berkaitan dengan saran yang bermanfaat bagi 
perusahaan jasa angkutan PT XYZ. Langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik analisis ini adalah sebagai berikut: 
1. Melakukan identifikasi terhadap berbagai kegiatan operasional perusahaan jasa angkutan PT XYZ terkait dengan 
kepatuhan perpajakan dan upaya minimalisasi pajak penghasilan. 
2. Analisis terhadap berbagai kegiatan operasional terkait dengan kepatuhan perpajakan serta berbagai pilihan yang 
diperbolehkan dalam aturan perpajakan guna meminimalisasi pajak penghasilan sebagai bentuk tax planning. 




3. Mengevaluasi tingkat kepatuhan perpajakan khususnya PPh 21 dan PPN serta memberikan deskripsi berkaitan 
dengan sanksi dan denda bila melakukan pelanggaran. 
4. Menghitung penghematan pajak (tax saving) yang dapat diperoleh setelah dilakukan tax planning yang telah 
dibuat. 
5. Mengambil kesimpulan dan memberikan saran kepada perusahaan jasa angkutan PT XYZ. 
 
 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
Kepatuhan Perpajakan Perusahaan Jasa Angkutan PT XYZ terhadap Pajak Penghasilan dan Pajak 
Pertambahan Nilai 
PT XYZ dalam menjalankan kegiatan operasional berusaha untuk patuh terhadap undang-undang maupun aturan 
perpajakan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya sanksi atau denda yang justru dapat memperberat 
posisi PT XYZ dalam menjalankan kegiatan operasional. Berikut ini adalah evaluasi mengenai kewajiban yang telah 
dilakukan oleh PT XYZ berkaitan dengan perpajakan untuk periode 2009 dan 2010: 
1. PT XYZ telah melakukan pembayaran pajak penghasilan sesuai dengan kewajiban yang dimiliki meliputi: PPh 
pasal 21, PPh pasal 25, maupun PPh pasal 29. 
2. PT XYZ telah menyampaikan SPT tahunan PPh untuk Badan Usaha dengan tepat waktu sebelum batas akhir yang 
telah ditentukan.  
3. PT XYZ sebelum dikeluarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No SE-119/PJ/2010 telah memenuhi kewajiban untuk 
membayar dan melaporkan PPN dengan baik, sehingga tidak pernah mendapatkan surat teguran berkaitan dengan 
pelanggaran kewajiban PPN. Peraturan Menteri Keuangan No 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh 
Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran 
Pajak, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak 
menyatakan bahwa batas akhir penyetoran dan pelaporan PPN adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak 
berakhir.  
 
Perencanaan Perpajakan Perusahaan Jasa Angkutan PT XYZ untuk Perolehan Aktiva Tetap 
Perbandingan untuk menentukan alternatif yang paling menguntungkan dilakukan dengan menggunakan nilai 
present value untuk masing-masing komponen deductible expense. Hal ini dilakukan guna mendapatkan informasi 
tentang besarnya penghematan pajak (tax saving) yang diperoleh untuk saat ini (dengan mempertimbangkan time value 
of money). Pemilihan terhadap alternatif pembelian guna mendatangkan tax saving akan dilakukan pada yang memiliki 
deductible expense paling besar. Hal ini disebabkan akan mendatangkan perhitungan laba yang paling kecil, sehingga 
besarnya pajak penghasilan juga paling kecil. Adanya deductible expense yang besar menyebabkan besarnya beban 
operasional yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto juga semakin besar sehingga laba yang menjadi dasar 
penghasilan kena pajak semakin kecil dan pajak penghasilan yang harus dibayar juga menjadi kecil. 
Atas dasar deductible expense yang ditetapkan oleh aturan yang berlaku untuk masing-masing alternatif 
pembelian, maka dikembangkan upaya melakukan perhitungan penghematan pajak penghasilan sebagai dasar guna 
memilih alternatif yang terbaik dan paling menguntungkan bagi PT XYZ. Perhitungan penghematan pajak pada setiap 
analisis alternatif dapat dipahami pada tabel 1 berikut ini: 
 
Tabel 1 
Perbandingan Penghematan Pajak Antara Alternatif Pembelian dengan Kredit dan Leasing 
Keterangan 
Alternatif Pembelian 
Kredit bank Leasing dengan hak opsi 
Nominal Present Value Nominal Present Value 
Deductible Expense         
Angsuran pokok     2,645,479,200.00 2,456,491,112.46 
Biaya bunga 269,686,235.72 256,897,579.82 257,435,591.62 245,213,384.90 
Biaya penyusutan 3,013,599,000.00 2,556,425,484.10 1,653,424,500.00 1,609,408,803.94 
Biaya provisi (administrasi) 400,000.00 400,000.00 550,000.00 550,000.00 
Biaya eksekutori     31,892,721.47 29,618,975.49 
Jumlah deductible expense 
(DE) 3,283,685,235.72 2,813,723,063.92 4,588,782,013.08 4,341,282,276.79 
Pajak penghasilan (25%) 820,921,308.93 703,430,765.98 1,147,195,503.27 1,085,320,569.20 
Tax saving   
Leasing terhadap alternatif 
kredit 381,889,803.22 
 
Indikator untuk pajak penghasilan (25%) berdasarkan deductible expense guna menentukan tax saving hanya 
merupakan sarana untuk membantu menentukan alternatif yang paling menguntungkan. Angka terbesar akan dipilih 




untuk menunjukkan biaya yang lebih besar dengan memasukkan tarif pajak, sehingga ada laba yang lebih kecil. Hasil 
yang diperoleh akan digunakan sebagai perbandingan menghitung besarnya tax saving antara alternatif yang satu 
dengan lainnya. 
Dari tabel 1 yang disajikan terlihat bahwa dengan menggunakan alternatif pembelian berbasis leasing dengan 
hak opsi mendatangkan penghematan pajak bagi PT XYZ bila dibandingkan dengan alternatif pembelian dengan kredit. 
Penggunaan alternatif pembelian leasing dengan hak opsi juga mampu menghasilkan keuntungan terkait dengan 
masalah adanya time value of money. Alternatif pembelian leasing dengan hak opsi mendatangkan angka perhitungan 
untuk indikator pajak penghasilan (25%) berdasarkan deductible expense guna menentukan tax saving sebesar Rp 
1.085.320.569,20 untuk present value sedangkan alternatif kredit bank mendatangkan indikator pajak penghasilan 
(25%) berdasarkan deductible expense guna menentukan tax saving sebesar Rp 703.430.765,98 untuk present value. 
Berdasarkan perbandingan yang dilakukan berkaitan dengan penghematan pajak, lebih baik menggunakan leasing 
dengan hak opsi di mana ada penghematan sebesar Rp 381.889.803,22 bila dibandingkan dengan pembelian kredit. 
Kondisi yang ada baik dari segi penghematan pajak dan penghematan pajak dengan mempertimbangkan time value of 
money maka PT XYZ hendaknya memilih alternatif pembelian leasing dengan hak opsi. 
 
Perencanaan Perpajakan Perusahaan Jasa Angkutan PT XYZ untuk Biaya Pegawai 
PT XYZ bisa melakukan perencanaan pajak untuk penghematan dengan mengganti pemberian dalam bentuk 
natura menjadi uang, sehingga pengeluaran bisa bersifat deductible expense dan mengurangi pajak penghasilan karena 
mengurangi besarnya pendapatan kena pajak. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 
1 yang menyatakan bahwa besar penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, 
ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, 
termasuk biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan 
tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Aturan tersebut memberikan penegasan bahwa bagi PT XYZ akan lebih 
menguntungkan apabila imbalan dalam bentuk natura diganti dalam bentuk uang karena akan mengurangi pendapatan 
kena pajak serta pajak penghasilan yang harus dibayar. Penggantian dalam bentuk uang merupakan objek PPh Pasal 21, 
walau demikian PT XYZ masih dapat menghemat pajak karena tarif PPh Pasal 21 untuk karyawan dengan penghasilan 
di bawah Rp 50.000.000 adalah 5%, sedangkan tarif PPh badan adalah 25%. 
 
Perencanaan Perpajakan Perusahaan Jasa Angkutan PT XYZ untuk Selain Perolehan Aktiva Tetap dan Biaya 
Pegawai 
PT XYZ dapat melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi pajak penghasilan yang harus dibayar dengan 
membuat daftar nominatif. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-27/PJ.22/1986 daftar nominatif hanya 
memuat data penerima berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya 
biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong. Adanya pembuatan daftar nominatif 
membuat pengeluaran untuk kepentingan entertaint menjadi bersifat deductible expense, sehingga besar pajak 
penghasilan yang harus dibayarkan makin berkurang. 
 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut ini: 
1. PT XYZ memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam mematuhi aturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan 
Nilai. Hal ini dibuktikan dengan kondisi tidak pernah mendapatkan surat teguran dari Kantor Pelayanan Pajak. PT 
XYZ menyebabkan penghindaran akan sanksi baik itu bunga maupun denda. Pada tahun 2010 dikeluarkan Surat 
Edaran yaitu SE-119/PJ/2010 yang menyatakan bahwa ada pembebasan  PPN untuk jasa angkutan dengan plat 
kuning sehingga PT XYZ sudah tidak memiliki kewajiban lagi berkaitan dengan masalah PPN karena jasa 
angkutan darat yang diselenggarakan menggunakan PPN. 
2. Perolehan aktiva tetap melalui leasing dengan hak opsi lebih mampu mendatangkan penghematan pajak untuk PT 
XYZ, karena ada pengakuan beban yang lebih besar bagi PT XYZ. Beban yang lebih besar menyebabkan laba yang 
lebih kecil, sehingga pajak yang harus dibayarkan juga lebih kecil. 
3. Pengeluaran yang digunakan untuk kepentingan entertaint bagi PT XYZ tidak boleh dikurangkan pada penghasilan 
bruto sehingga mendatangkan koreksi fiskal positif dan membuat pajak penghasilan menjadi lebih tinggi akibat 
tidak memiliki daftar nominatif. 
Saran yang diberikan antara lain: 
1. PT XYZ hendaknya terus mengikuti perkembangan dari aturan atau undang-undang perpajakan agar tetap mampu 
memiliki tingkat kepatuhan yang baik dan mampu menghindari sanksi perpajakan. 
2. Untuk perencanaan perolehan aktiva tetap berupa tiga truk, sebaiknya PT XYZ menggunakan alternatif leasing 
dengan hak opsi karena mendatangkan penghematan pajak penghasilan.  
3. Imbalan dalam bentuk natura sebaiknya dihilangkan bagi karyawan PT XYZ dan diganti dalam bentuk uang agar 
boleh digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto atau tidak menimbulkan koreksi fiskal positif, serta 
menghemat pajak penghasilan. 




4. Pengeluaran untuk kegiatan entertaint sedapat mungkin dibuatkan daftar nominatif karena memiliki manfaat untuk 
diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto serta menghemat pajak penghasilan. 
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